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ABSTRAK

Pengaturan Perjanjian baku diatur dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun POJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dicabut dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan perundang-undangan yang telah dicabut tidak lagi memiliki daya guna termasuk materi muatannya, kecuali jika materi muatan diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan ketentuan Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur kembali dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 32 ayat (2) perlu ditambahkan mekanisme penagihan pendanaan. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Perubahan dimaksudkan untuk memberikan keadilan yaitu mewujudkan kedudukan yang sama antara para pihak dalam perjanjian. 

Kata Kunci : Perjanjian Baku; POJK; Keadilan

ABSTRACT

The standard agreement arrangement is regulated in Article 36 of POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. However, POJK Number 77/POJK.01/2016 has been revoked with POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Financing Services. Laws and regulations that have been revoked no longer have the effectiveness including the content of the material, unless the content material is regulated again in the legislation. This study uses a normative juridical approach. The type of data used is secondary data. The collected data was then analyzed using qualitative analysis. Based on the results of the analysis, it is recommended that the provisions of Article 36 of POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services need to be reregulated in POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Financing Services and Article 32 paragraph (2 ) need to add a funding collection mechanism. Elucidation of Article 30 paragraph (1) of POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, needs to be adjusted to Article 1 number 10 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 30 paragraph (4) POJK Number 6/POJK.07/2022. The amendment is intended to provide justice, namely to realize an equal position between the parties in the agreement.
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A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Negara hukum bersandar pada hukum dasar (constitution), konstitusi atau hukum dasar (grondrecht) dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (funthamentale recht atau principle of law), equality before law dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanrights).[footnoteRef:1] Konsekuensinya bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan pada hukum. Bahwa hukum hadir untuk mengatur kehidupan warganegara. Disamping itu hukum hadir untuk membatasi tindakan Pemerintah dari penyalahgunaan wewenang. [1: Qamar, Nurul, Amiruddin, Rusli Dg. Palabi, Salle, Kaharudddin Syah Y. Dt. Amas dan Andi Suherman, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), (Makasar: CV. Sosial Politic Genius), hlm 2] 

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka Klausula Baku dapat dipahami secara a contrario berbanding terbalik dengan asas konsensualisme dalam perjanjian. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, dengan kata lain sebelum tercapainya kata sepakat, maka perjanjian tidak akan ada. Kesepakatan menjadi landasan guna mengakomodir kepentingan antara para pihak sehingga kedudukan para pihak dalam perjanjian sama atau proposionalitas. Dengan demikian klausula baku seakan mengabaikan asas konsensualisme yang lazimnya terdapat dalam perjanjian. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian bukanlah hal yang dilarang. Begitupula penggunaan perjanjian baku bukanlah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun pelaksanaannya perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak mendudukan para pihak pada posisi tidak seimbang. 
Pengaturan penggunaan perjanjian baku dalam Perjanjian Layanan Fintech Peer to Peer Lending diatur dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi landasan hukum bagi Pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Dimana dalam Pasal 36 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa Perjanjian baku wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat (2) diatur larangan mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi dalam perjanjian baku.  Klausula eksonerasi/eksemsi inilah yang mendudukan posisi salah satu pihak sebagai pihak yang lemah. Larangan mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi dalam perjanjian baku selaras dengan kentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Dengan demikian POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak berlaku dan tidak memiliki daya guna. Begitupula dengan ketentuan tentang Perjanjian baku dan larangan penggunaan klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang sudah tidak berlaku kecuali jika didalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 diatur kembali menjadi materi muatan maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memiliki daya guna. 
Dengan ditetapkannya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan maka tentunya POJK yang baru ini mengatur lebih komprehensif mengenai Layanan Fintech Peer to Peer Lending terutama terkait Penggunaan Perjanjian baku dalam Perjanjian Layanan Fintech Peer to Peer Lending dan diharapkan mampu menjawab tantangan kedepannya. Termasuk memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diperlukan guna menempatkan kedudukan yang setara antara para pihak. Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan umum  POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022, bahwa salah satu dasar penyempurnaan terhadap POJK sebelumnya adalah POJK yang dicabut dinilai belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.
Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik mengenai bagaimana pangaturan perjanjian baku dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan bagaimana analisis pengaturan perjanjian baku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dalam rangka mencapai keadilan para pihak.

B. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan  suatu proses untuk penemuan atau menemukan suatu aturan dari hukum; prinsip-prinsip hukum; maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perjanjian Baku Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang. Suatu perjanjian kadang-kadang juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan memiliki kesamaan arti.[footnoteRef:2] Perkembangan teknologi informasi memperkenalkan perjanjian elektronik atau e-contract. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik[footnoteRef:3]. Hubungan keperdataan antara para pihak dalam transaksi elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik dan mengikat para pihak. Dalam hal ini dokumen elektronik harus dipahami sebagai bentuk kesepakatan para pihak, yang bukan hanya diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektronik namun juga dalam fitur-fitur yang disediakan, seperti “I agree, I accept” sebagai bentuk kesepakatan/persetujuan. [2:   R, Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke-18, Intermasa, Jakarta, 2001 ]  [3:  Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik] 

POJK ini mengatur tegas bahwa badan hukum penyelenggara berbentuk perseroan terbatas. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang mengatur badan hukum penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Persamaan lainnya bahw Perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terdiri atas Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan Perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana serta Perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen elektronik memuat paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2).
Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memuat : nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana; hak dan kewajiban para pihak; jumlah Pendanaan; manfaat ekonomi Pendanaan; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya; ketentuan mengenai denda, jika ada; penggunaan Data Pribadi; mekanisme penagihan Pendanaan; mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet; mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. 
Sehingga ketentuan tentang mekanisme penagihan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga diatur sebagai salah satu muatan wajib dalam Perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi perlu ditambahkan mekanisme penagihan pendanaan sebab pengalihan hak tagih kepada pihak lain wajib diberitahukan kepada konsumen atau disetujui konsumen. Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan perlindungan konsumen yang menempatkan kedudukan setara diantara para pihak.
Pernyataan persetujuan oleh pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian elektronik dilakukan melalui tanda tangan elektronik. Perjanjian dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menggunakan tanda tangan elektronik sebagai wujud pernyataan persetujuan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, “Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik”. Lebih lanjut tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Analisis Pengaturan Perjanjian Baku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur bahwa PUJK harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
Ketentuan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ini selaras dengan Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang telah dicabut dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Perjanjian baku dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dijelaskan dalam Penjelasan pasal demi pasal, yang dimaksud dengan “perjanjian baku” adalah kontrak antara PUJK dan Konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh PUJK untuk disepakati bersama Konsumen. Meskipun dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 disebutkan bahwa “untuk disepakati bersama konsumen”, namun kesepakatan yang dimaksud tidak sama dengan konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. 
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian meliputi Kesepakatan, Kecakapan, Hal Tertentu dan Sebab Yang Halal. Sepakat merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Kata sepakat/konsensualisme didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (toestemming) jika ia menghendaki apa yang disepakati, atau dengan kata lain sepakat adalah persesuaian kehedak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.[footnoteRef:4] Dapat dikatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian yang lahir dari kesepakatan timbal balik.  [4: Emirzon, Joni, dan Muhammad Sadi Is, Op.Cit, hlm 27] 

 Pengertian Perjanjian baku dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 berbeda dengan Penjelasan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Pengertian Perjanjian baku dalam penjelasan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara tegas membedekan perjanjian baku dan klausula baku. Dimana klausula baku merupakan bagian dalam perjanjian baku. Bahwa suatu perjanjian baku didalamnya memuat klausula baku. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 perjanjian baku adalah kontrak antara PUJK dan Konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh PUJK untuk disepakati bersama Konsumen. Jika melihat ketentuan Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang menyebutkan bahwa PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi. Disini jelas bahwa dalam perjanjian memuat klausula. 
Menurut hemat penulis pengertian perjanjian baku dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dapat diubah menjadi perjanjian baku adalah kontrak antara PUJK dengan konsumen dan memuat klausula baku yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh PUJK untuk disepakati bersama konsumen. Memasukan klausula baku dalam rumusan pengertian perjanjian baku dimaksudkan agar selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen dan selaras dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022.
POJK Nomor 6/POJK.07/2022 mengatur larangan mencantumkan klausula eksonerasai/eksemsi dalam perjanjian baku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) bahwa PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi. Yang dimaksud “klausula eksonerasi/eksemsi” yaitu klausula yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.[footnoteRef:5] Selanjutnya isi klasula eksonerasi/eksemsi diatur dalam Pasal 30 ayat (5). Ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 selaras dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Larangan mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi dimaksudkan untuk mendapatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dimana setiap orang bebas untuk membuat dan menentukan isi dan bentuk perjanjian, namun asas ini juga memberikan batasan terhadap kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum. Kebebasan berkontrak[footnoteRef:6] yang merupakan “roh” dan “nafas” sebuah kontrak atau perjanjian, secara implicit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. [5:  Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan]  [6: Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3] 

Perjanjian sejatinya sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya “Nichomachean ethics” artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, “justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional”.[footnoteRef:7] Keadilan dalam perjanjian lebih termanifestasi apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan adanya kesepakatan maka terjadi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya sehingga perjanjian yang dibuat memberikan keadilan bagi para pihak.  [7: Ibid, hlm.48] 

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian bukanlah hal yang dilarang sepanjang klausula baku yang dicantumkan bukanlah klausul eksonerasi. Klausula eksonerasi pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang mungkin timbul dikemudian hari.[footnoteRef:8] Selain larangan penggunaan klausul eksonerasi dalam klausula baku. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dalam hal pelaku usaha menggunakan klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. [8: Nachrawi, Gunawan, Hukum Kontrak Komersial, (Bandung: CV. Cendekia Press, 2020), hlm. 27] 

Pengaturan Perjanjian baku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan telah memberikan pengaturan lebih optimal dibandingkan peraturan sebelumnya dalam rangka memberikan perlindungan konsumen. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku dan Pengaturan Perjanjian Baku merupakan salah satu wujud perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen diperlukan guna mewujudkan kedudukan yang setara antara para pihak. Disamping itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara tegas mengatur sanksi bagi PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

D. KESIMPULAN
Perjanjian baku tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan Perjanjian baku sebelumnya terdapat  dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa dalam hal Pelaku Usaha menggunakan perjanjian baku maka perjanjian wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Disamping itu Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga memuat larangan mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi dalam perjanjian. 
Selanjutnya Perjanjian baku dalam Penjelasan Pasal 22 ayat 1 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan, adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Namun POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dicabut dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Begitupula dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. 
Pencabutan peraturan perundang-undangan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut tidak memiliki daya guna begitupula dengan materi muatan yang diaturnya kecuali jika materi muatan tersebut diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Penulis Pengaturan Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur kembali dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa salah satu asas Perlindungan Konsumen adalah Kepastian Hukum. Selain itu pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang sama antara para pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana seharusnya juga memuat klausula tentang mekanisme penagihan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf l POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022, bahwa Pengalihan hak tagih kepada pihak lain wajib dimuat dalam pembiayaan kredit atau pembiayaan dan diberitahukan atau disetujui oleh konsumen. Mendasarkan pada definisi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 maka pemberi dana dan penerima dana termasuk sebagai konsumen. Pengertian perjanjian baku dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dapat diubah menjadi perjanjian baku adalah kontrak antara PUJK dengan konsumen dan memuat klausula baku yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh PUJK untuk disepakati bersama konsumen. 
Penambahan klausula baku dalam rumusan pengertian perjanjian baku dimaksudkan agar selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Menurut hemat penulis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan perlu disesuaikan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain baik vertikal maupun horizontal.
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